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Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

31.  Peraturan Menteri Pe
Reformasi Birokras;
Pedomar_'l Standar Pelayanan (Berita
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinty

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggaraan Pelayanan publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 885);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2016
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo, (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo |
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten i
Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang  Perubahan
Ketiga.Atas peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan =
Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran D
Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18).
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© Menetapkan Standar Pelavanan (WP i Maldumat Pelaysnan !
Publik Penyelenggaraan Pelayvanan Peristnan Berbanls  Hosiio 3
dan Non Pertainan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Torpady

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Keell dan Menengah el paton
Tebo,

¢ Standar  Pelayanan (81 dan  Maklumat  Pelayanan Pabiik !
sebagaimana dimakaud Diktum KESATU melipu e Hnghup
pelavanan adminiatrasi periginan dan nonperisinam.

¢ Standar  Pelayanan (81 dan  Maklumat Pelayanan  Publig
sebagaimana dalam Lampiran Keputusan il walib dilaksanalean
oleh — penyelenggara/pelaknana  dan  sobagal  acuan dalam
penilaian kinerja pelavanan oleh plpinan penyelonars, Aparat

pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, i

KEEMPAT ¢ Pada Saat Reputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Koputusan
Bupati Tebo Nomor 338 Tahun 2021 tentang Penetapan ‘e
Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan Publik Penyeler " |
Pelayanan Perizinan dan Nonperiginan Dinas Penanaman Me
Pelavanan Terpadu Satu Pintu, Koperas!, Usaha ool dan
Menengah Kabupaten Tebo dicabut dan  dinyatakan
berlaku, ey

¢ Keputusan Bupati ini mulai berlaku ul di
.d L, - 3 - C{.Z r:| -
£

M '
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LAMPIRAN 11+ Kispuusan 1A i A
NOMOR 828 TANN 2022 '-

TANGQAL 10«08~ 2022

Sebagaimana diamanatkan Undnna--UmIm\g Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelavanan Publik yvaity untuk membangun kepercayaan masyarakat
atas pelavanan publik  yang dilakukan penyelenggara pelayanan  publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring  dengan harapan dan
tuntutan seluruh Warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan

mping itu sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban
sehap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara
dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan sebagai upaya
untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi

Setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan m
kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langnun_g wajib
menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan
sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- e
masing. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan m g
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan .
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas y 9

{ . 4 :

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara m
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu ) K

Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo merupakan unsur g
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PELAYANAN (sP)

layanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur ve
el lok yang
an sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah

e ketentuan mengenai pelaku usaha yang berhak, persyaratan |
pelaku  usaha, prosedur penyelesaian, dan Jjangka wnlm; |

N DAN SASARAN STANDAR PELAYANAN (SP)

1. Tujuan Pedoman Standar Pelayanan adalah untuk memberikan kepastian,
2 meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga
mendapatkan kepercayaan masyarakat.

2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara
mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan
Publik dengan baik dan konsisten.

MANFAAT STANDAR PELAYANAN (SP)
Keberadaan PTSP sendiri memberi manfaat bagi masyarakat umum, dunig
usaha dan juga Pemerintah sendiri. Adapun manfaat keberadaan PTSP bagi

masyarakat antara lain :
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat.

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

memperpendek proses pelayanan.

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,
ti, dan terjangkau. 8

e. mbenkan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh

pelayanan.

it T 2

Sementara itu, bagi pemerintah, keberadaan PTSP diharapkan um it
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yanan sebagaimana diatur dalam Undang-U
ang-Undang

u » dalam peraturan inj dibedakan menjadi dua bagian
Omponen Standar Pel

Pelayanan (service deli

;} Persyaratan

Sistem, mekanisme,d

3) Jangka wakty 1 oo il

4) Biaya/tarif s i

S) Produk pelayanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

ayanan yang terkait dengan proses penyampaian
very) meliputi :

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :
1) Dasar hukum
2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
3) Kompetensi pelaksana
4) Pengawasan internal
5) Jumlah pelaksana
6) Jaminan pelayanan
7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8) Evaluasi kinerja pelaksana

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN (SP) B
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan Standar
Pelayanan adalah:

1. Identifikasi Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang(hal lain) yang ha:rl{s
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik perayaratat:: teknmmm
maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan ?;xatu n
yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan moit
dengan ketentuan perundang-undang_an‘ Persyaratan pelajga;nn dapa
berupa dokumen atau barang/hal ‘Iam, tergantung kebun;d ! madn):-i
masing jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini

adalah

a. Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari masing-

masing jenis pelayanan; dan

b. Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan (di & d!n o

akhir, atau secara bertahap). i
. Identifikasi Prosedur '

. A
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